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V) Iman Supriadi Sistem perpajakan yang efisien, adil, dan transparan penting untuk

iman@stiemahardhika.ac.id  mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih ada

STIE Mahardhika Surabaya,  tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan saat ini, seperti kesulitan

Indonesia dalam memverifikasi informasi, potensi manipulasi data, dan kurangnya
transparansi dalam proses perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi
teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk
menganalisis potensi transformasi sistem perpajakan melalui penggunaan
teknologi blockchain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan
desain studi kasus untuk menganalisis transformasi sistem perpajakan dengan
teknologi blockchain. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, menggunakan
sumber utama seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, laporan penelitian, dan
sumber daya elektronik terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan mengumpulkan, membaca, dan menyusun data berdasarkan tema
seperti keuntungan dan kendala penggunaan blockchain dalam perpajakan.
Validitas data dijaga dengan menggunakan sumber yang valid dan terpercaya,
serta menjaga objektivitas dalam interpretasi dan analisis data dengan
meminimalkan bias peneliti. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan
teknologi blockchain dalam sistem perpajakan memiliki potensi besar untuk
meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan. Dengan membangun
register transaksi terdesentralisasi, blockchain dapat menyediakan bukti otomatis
dan transparan tentang transaksi perpajakan, mengurangi peluang manipulasi
atau korupsi data. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman
tentang manfaat transformasi sistem perpajakan menggunakan teknologi
blockchain. Implementasi blockchain dapat meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan keamanan pada proses perpajakan. Artikel ini juga
mendorong otoritas perpajakan dan pengambil kebijakan untuk
mempertimbangkan adopsi teknologi blockchain sebagai solusi untuk
memperkuat integritas sistem perpajakan.
Kata kunci: Blockchain, Sistem Perpajakan, Transparansi, Penyimpangan,
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e Abstract
Transformasi Sistem Hici fai d . inabl
Perpajakan Menggunakan An efficient, fair, and transparent tax system is important to support sustainable

Teknologi Blockchain untuk ~ €conomic development. However, challenges are still faced in the current
Meningkatkan Transparansi ~ taxation system, such as difficulties in verifying information, potential data

dan Mengurangi manipulation, and lack of transparency in the taxation process. Therefore,
Penyimpangan. TAXPEDIA: technological innovation is needed to overcome these problems. This paper aims
Journal of Tax Policy, to analyze the potential transformation of the taxation system through the use of

Economic and Accounting.

blockchain technology. This research uses a qualitative approach and case study
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design to analyze the transformation of the tax system with blockchain
technology. Data was obtained through a literature study using primary sources
such as scientific journals, articles, books, research reports, and related electronic
resources. Data analysis was conducted qualitatively by collecting, reading, and
organizing data based on the advantages and constraints of using blockchain in
taxation. Data validity was maintained by using valid and reliable sources and
maintaining objectivity in data interpretation and analysis by minimizing
researcher bias. This research reveals that using blockchain technology in the
taxation system has great potential to increase transparency and reduce
irregularities. By building a decentralized transaction register, blockchain can
provide automated and transparent evidence of tax transactions, reducing data
manipulation or corruption opportunities. This research contributes to
understanding the benefits of transforming the tax system using blockchain
technology. Implementing blockchain can improve transparency, accountability,
and security in the taxation process. This paper also encourages tax authorities
and policymakers to consider adopting blockchain technology to strengthen the
tax system's integrity.

Keywords: Blockchain, Tax System, Transparency, Irregularities, Transformation

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan yang efisien, adil, dan transparan penting untuk mendukung pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi dalam sistem
perpajakan saat ini, seperti kesulitan dalam memverifikasi informasi, potensi manipulasi data, dan
kurangnya transparansi dalam proses perpajakan (Megersa, 2021). Oleh karena itu, diperlukan
inovasi teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu teknologi yang menjanjikan adalah
blockchain. Blockchain adalah sebuah bentuk teknologi desentralisasi yang menciptakan jaringan
peer-to-peer yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Dengan menggunakan blockchain,
setiap transaksi dapat dicatat secara permanen dalam blok yang link terhadap blok sebelumnya,
menciptakan jejak audit yang tidak mudah diubah (Schmidt & Wagner, 2019).

Beberapa penelitian telah melihat potensi penggunaan teknologi blockchain dalam konteks
perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Cho et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi
blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan perpajakan dengan mempercepat proses
verifikasi dan meminimalkan peluang manipulasi data. Selain itu, penelitian oleh Kim, (2020)
menyoroti manfaat blockchain dalam meningkatkan transparansi perpajakan dengan memberikan
akses yang lebih mudah dan lebih aman terhadap data perpajakan kepada para pemangku
kepentingan. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah mengulas implementasi blockchain
dalam perpajakan, masih ada research gap yang perlu diisi. Penelitian yang lebih mendalam
diperlukan untuk melihat secara kritis implementasi blockchain dalam sistem perpajakan, dengan
fokus pada peningkatan transparansi dan pengurangan penyimpangan. Dalam rentang waktu 2018
sampai dengan 2023, terlihat adanya tren peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Data
statistik menunjukkan, angka peningkatan tersebut menggambarkan efektivitas upaya pemerintah
dalam menggairahkan aktivitas perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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Gambar 1 Trend Kenaikan Penerimaan Pajak Indonesia
Sumber: Kementerian Keuangan, (2023)

Meskipun terjadi trend kenaikan, namun seringkali terjadi penyimpangan dalam sistem
perpajakan yang mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dan tidak adilnya distribusi beban
pajak (Rahayu, 2020). Pada Februari 2023, terungkap kasus penggelapan pajak oleh dua individu di
Sumatera Utara yang diduga terlibat penjualan faktur pajak fiktif sejak tahun 2011 hingga 2015,
mengakibatkan kerugian negara hingga Rp. 244.836.899.130. Kasus serupa terjadi pada Maret 2022,
di mana direktur PT Jambi Tulo Pratama, ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jambi karena dugaan
penggelapan pajak senilai Rp. 3,5 miliar. Pada Juli 2023, kasus lain mencuat ketika seorang
pengusaha di Sumatera Utara ditangkap oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kepolisian karena
dugaan penggelapan pajak dengan kerugian negara mencapai Rp. 1.548.542.189. Pada Juni 2023,
kasus penggelapan pajak juga terjadi ketika seorang pegawai honorer di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Samsat di Sumatera Utara terlibat kasus penggelapan uang wajib pajak kendaraan bermotor
senilai Rp. 2,5 miliar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan mekanisme teknologi blockchain
dalam konteks sistem perpajakan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
potensi penggunaan teknologi blockchain dalam mengurangi penyimpangan dalam sistem
perpajakan. Berikutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat yang dapat
diperoleh dariimplementasi teknologi blockchain dalam sistem perpajakan. Terakhir, penelitian ini
juga bertujuan untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam
implementasi teknologi blockchain dalam sistem perpajakan. Penelitian ini akan difokuskan pada
penggunaan teknologi blockchain dalam sistem perpajakan. Selain itu, penelitian ini akan
membatasi ruang lingkupnya pada penggunaan blockchain dalam verifikasi identitas wajib pajak,
pembangunan register transaksi pajak, meningkatkan transparansi, dan memperkuat audit dan
pemeriksaan dalam sistem perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Sistem Perpajakan
Konsep Sistem Perpajakan merujuk pada pendekatan, ide, dan prinsip yang mendasari struktur

dan operasionalisasi suatu sistem perpajakan dalam suatu negara (Pistone et al., 2019). Landasan
teori tentang konsep sistem perpajakan melibatkan aspek-aspek seperti hukum perpajakan,
kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan prosedur pemungutan pajak (Privalov et al.,
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2022). Di dalam landasan teori Konsep sistem perpajakan terdapat prinsip-prinsip ekonomi dan
keadilan perpajakan yang menjadi dasar dalam merancang dan mengimplementasikan sistem
perpajakan. Prinsip ekonomi perpajakan melibatkan aspek-aspek seperti efisiensi alokasi sumber
daya, insentif ekonomi, dan dampak fiskal terhadap perekonomian negara (Hakim, 2020). Prinsip
keadilan perpajakan mencakup aspek-aspek seperti keadilan vertikal yaitu keseimbangan beban
pajak antara kelompok sosial, keadilan horizontal yaitu keseimbangan beban pajak antara individu
dengan tingkat penghasilan yang berbeda, dan keadilan intergenerasional yang merupakan
keadilan atas beban pajak yang ditransfer ke generasi mendatang (Sadchikov, 2021). Landasan
teori konsep sistem perpajakan juga melibatkan aspek-aspek hukum perpajakan, termasuk
yurisprudensi perpajakan, interpretasi hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang mempengarubhi
pemahaman dan implementasi peraturan perpajakan (Mushfik & Kobylnik, 2022). Selain itu,
kebijakan perpajakan merupakan komponen penting dalam landasan teori konsep sistem
perpajakan, mencakup prinsip kebijakan perpajakan yang meliputi pengaturan jenis pajak, tarif
pajak, insentif perpajakan, dan strategi pengumpulan pajak yang efektif. Administrasi perpajakan
yang efisien dan efektif juga menjadi landasan teori konsep sistem perpajakan, melibatkan aspek-
aspek seperti pengumpulan data wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemrosesan
informasi pajak, serta riset dan pengembangan untuk terus meningkatkan administrasi perpajakan
(Basri et al., 2019). Landasan teori konsep sistem perpajakan merupakan fondasi yang memandu
perumusan kebijakan perpajakan, pengembangan regulasi perpajakan, serta pelaksanaan dan
penegakan hukum perpajakan (Synchak, 2020). Dengan berpegang pada landasan teori yang
kokoh, sistem perpajakan dapat dirancang dan dikelola secara efektif, mencapai tujuan
pendapatan negara dan keadilan distribusi beban pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.

Penyimpangan dalam Sistem Perpajakan

Penyimpangan dalam sistem perpajakan merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem perpajakan sebuah negara (Bruno, 2019). Landasan
teori tentang penyimpangan dalam sistem perpajakan melibatkan aspek-aspek hukum perpajakan,
etika perpajakan, kontrol internal perpajakan, dan dampaknya terhadap perekonomian negara
(Baum & Gupta, 2018). Di dalam landasan teori, aspek hukum perpajakan menjadi penting dalam
memahami penyimpangan dalam sistem perpajakan. Hal ini mencakup pengetahuan tentang
peraturan perpajakan, interpretasi hukum, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran
perpajakan (Pistone et al., 2019). Etika perpajakan juga memainkan peran penting dalam landasan
teori, menyoroti pentingnya moralitas dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan dengan jujur dan adil (Taing & Chang, 2021). Kontrol internal perpajakan menjadi
landasan teori lainnya, yang mencakup tindakan pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap
potensi penyimpangan (Hanafi et al., 2022). Aspek ini melibatkan audit perpajakan, pengawasan
perpajakan, dan sistem pelaporan yang transparan. Penyimpangan dalam sistem perpajakan
memiliki dampak yang merugikan bagi perekonomian negara. Dalam landasan teori, terdapat
kajian mengenai dampak ekonomi dan sosial dari penyimpangan perpajakan, termasuk kehilangan
pendapatan negara, distorsi ekonomi, ketidakadilan distribusi beban pajak, serta hilangnya
kepercayaan dan integritas sistem perpajakan (Glizel et al., 2019). Dengan memahami landasan
teori penyimpangan dalam sistem perpajakan, negara dapat merumuskan kebijakan yang efektif
dan menjalankan langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang tepat.
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Dengan demikian, sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik, pendapatan negara dapat
terjamin, dan keadilan serta kepercayaan dalam sistem perpajakan dapat dipertahankan.

Penggunaan Teknologi dalam Sistem Perpajakan

Penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan telah menjadi subjek penelitian yang
signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Butkevich,2021). Melalui penerapan teknologi informasi,
sistem perpajakan telah mengalami perubahan fundamental dalam hal efisiensi, keandalan, dan
transparansi (Jiang et al., 2022). Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam sistem
perpajakan adalah elektronik surat-surat tagihan, yang memungkinkan perpajakan yang lebih
efisien dan akurat. Penggunaan e-faktur dan e-billing telah menggantikan metode manual
tradisional, mengurangi biaya administrasi perpajakan dan meminimalkan kesalahan manusia.
Selain itu, teknologi e-filing juga telah memainkan peran penting dalam sistem perpajakan modern
(Okunogbe & Pouliquen, 2018). Wajib pajak sekarang dapat mengajukan laporan pajak secara
elektronik, menggantikan proses manual yang rumit. Ini tidak hanya menghemat waktu dan
tenaga, tetapi juga memungkinkan otoritas perpajakan untuk lebih mudah melacak dan memeriksa
laporan yang diajukan. Lebih lanjut, pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi
telah menjadi fokus penting dalam peningkatan efisiensi sistem perpajakan. Sistem informasi
perpajakan yang baik memungkinkan otoritas perpajakan mengumpulkan, memproses, dan
menganalisis data yang relevan dengan cara yang lebih cepat dan akurat, sehingga memudahkan
proses perpajakan (Rahayu, 2020). Meski banyak keuntungan yang diperoleh dari penggunaan
teknologi dalam sistem perpajakan, tantangan juga muncul. Salah satunya adalah perlindungan
data pribadi yang sensitif. Dalam mengadopsi teknologi baru, perlindungan privasi dan keamanan
data wajib diperhatikan, terutama dengan peningkatan serangan siber (Pervaiz & Bhatti, 2023).
Secara keseluruhan, penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan telah membawa perubahan
yang signifikan, mengarah pada perpajakan yang lebih efisien, akurat, dan transparan. Dalam era
digital ini, terus munculnya inovasi teknologi akan memberikan peluang yang lebih besar untuk
mengembangkan sistem perpajakan yang lebih optimal.

Peran Blockchain dalam Mengurangi Penyimpangan

Blockchain adalah sebuah teknologi yang revolusioner yang menggunakan jaringan
terdistribusi untuk mencatat dan memverifikasi transaksi dalam suatu sistem (Gaikwad, 2020).
Menghadirkan inovasi yang signifikan dalam konteks perpajakan, blockchain menawarkan
keunikan dalam hal keamanan dan transparansi, dengan memungkinkan setiap transaksi
dipastikan keabsahannya oleh semua pihak yang terlibat (Grundel et al., 2021). Dalam konteks
sistem perpajakan, blockchain dapat digunakan sebagai basis untuk membangun register transaksi
pajak yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah (Mazur, 2021). Hal ini memiliki potensi untuk
meningkatkan kepercayaan dan transparansi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Dalam
sebuah sistem blockchain perpajakan, setiap transaksi pajak akan dicatat secara digital dalam
bentuk blok, yang dihubungkan secara kronologis membentuk rantai blok transaksi (Ashfaq et al.,
2022). Keunikan utama blockchain adalah kemampuannya untuk menghilangkan risiko manipulasi
atau penyimpangan data, karena data transaksi yang telah tercatat tidak dapat dimanipulasi atau
diubah setelah dikonfirmasi oleh jaringan (Harvey et al., 2018). Terlebih lagi, adanya transparansi
menyeluruh dalam jaringan blockchain memungkinkan semua pihak terlibat untuk mengakses dan
memverifikasi setiap transaksi pajak dengan mudah dan cepat. Dengan memanfaatkan teknologi
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blockchain, sistem perpajakan dapat menjamin integritas dan keberlangsungan data transaksi
pajak. Penerapan blockchain memiliki potensi untuk mengurangi penyimpangan perpajakan
dengan menciptakan sistem yang tidak hanya aman dan transparan, tetapi juga dapat secara
otomatis menerapkan aturan perpajakan dengan lebih efektif (Grundel et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus sebagai metode
untuk menganalisis dan menggambarkan transformasi sistem perpajakan menggunakan teknologi
blockchain dalam konteks peningkatan transparansi dan pengurangan penyimpangan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi,
manfaat, dan tantangan dari penggunaan teknologi blockchain dalam transformasi sistem
perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan
menggunakan sumber utama berupa jurnal ilmiah, artikel, buku, laporan penelitian, dan sumber
daya elektronik lainnya yang relevan dengan implementasi teknologi blockchain dalam sistem
perpajakan. Data kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk menggali wawasan dan temuan
yang signifikan. Proses analisis dimulai dengan tahap pengumpulan dan pembacaan sumber data
yang relevan dengan cermat. Selanjutnya, data akan diklasifikasikan dan disusun berdasarkan
tema atau topik yang muncul, seperti keuntungan dan kendala dari penggunaan blockchain dalam
perpajakan, peningkatan transparansi, dan pengurangan penyimpangan. Melalui sintesis dan
interpretasi informasi yang ditemukan dalam literatur, dilakukan analisis data untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan teknologi blockchain dalam transformasi
sistem perpajakan.

Validitas data dalam penelitian ini akan dijaga dengan menggunakan sumber data yang valid
dan terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan penelitian yang telah melalui
proses review oleh para ahli. Selain itu, upaya akan dilakukan untuk memastikan objektivitas dalam
interpretasi dan analisis data dengan meminimalkan bias peneliti serta mengadopsi pendekatan
yang sistematis. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi penting
dalam memahami transformasi sistem perpajakan melalui penerapan teknologi blockchain.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan dan wawasan yang berguna bagi
kebijakan perpajakan yang lebih transparan dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Teknologi Blockchain

Blockchain merupakan sebuah teknologi yang mengatur dan mencatat transaksi secara
terdesentralisasi dalam bentuk rantai blok yang terus bertambah (Gaikwad, 2020). Setiap blok
dalamrantai berisi data transaksi yangvalid dan terikat secara kriptografi dengan blok sebelumnya.
Teknologi ini didasarkan pada prinsip keamanan kriptografi, transparansi, dan konsensus antara
semua pihak yang terlibat dalam jaringan (Zhai et al.,, 2019). Komponen-komponen dalam
blockchain meliputi blok, Rantai Blok serta Konsensus (Jennath & Asharaf, 2020). Blok dalam sistem
blockchain adalah unit dasar yang menyimpan data transaksi dalam urutan kronologis (Zhang,
2020). Setiap blok terdiri dari header dan data transaksi. Header mengandung informasi seperti
hash dari block sebelumnya, hash transaksi, dan timestamp. Data transaksi mencakup informasi
transaksi yang dicatat dalam bentuk hash kriptografis. Blok terhubung satu sama lain dengan
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menggunakan hash, menciptakan rantai hash yang tidak dapat dimodifikasi. Keunikan utama blok
dalam blockchain adalah struktur invarian yang memberikan keamanan dan integritas data yang
tinggi serta memungkinkan verifikasi transaksi tanpa kepercayaan pada pihak ketiga (Gaikwad,
2020).

Rantai Blok dalam sistem blockchain adalah struktur data terdistribusi yang terdiri dari
serangkaian blok yang saling terhubung (Hussaini et al., 2022). Setiap blok menyimpan data
transaksi dan memiliki informasi header, termasuk hash dari blok sebelumnya. Rantai blok ini
memungkinkan pencatatan transaksi secara terus-menerus dan aman. Setiap perubahan pada satu
blok akan mempengaruhi hash dari blok berikutnya, sehingga menghasilkan keamanan yang tinggi
(Lee et al., 2019). Rantai blok berfungsi sebagai bukti konsensus dan memastikan integritas dan
ketahanan sistem. Dengan adanya rantai blok, sistem blockchain menjadi terdesentralisasi,
transparan, dan dapat diverifikasi secara publik (Iftekhar & Cui, 2020). Konsensus dalam sistem
blockchain merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama
tentang keadaan dan riwayat transaksi yang benar. Dalam konteks blockchain, konsensus berperan
penting dalam memastikan keakuratan dan keandalan data transaksi. Berbagai algoritma
konsensus digunakan, seperti Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), atau Delegated Proof of
Stake (DPoS), untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi yang dimasukkan ke dalam rantai
blok. Konsensus menciptakan kepercayaan dan integritas, menghindarkan dari kebutuhan
dipercayai pada otoritas tunggal, dan memastikan bahwa semua pihak di jaringan blockchain
setuju dan bersedia menerima keadaan terkini dari system (Jing Wang et al., 2020).

Proses transaksi dengan menggunakan blockchain dimulai dengan pengiriman transaksi oleh
pengguna. Transaksi tersebut kemudian diverifikasi oleh para penambang atau peserta jaringan
blockchain. Setelah diverifikasi, transaksi tersebut dikumpulkan dalam blok dan dijalin dalam
rantai blok. Setiap blok dilengkapi dengan hash yang mencerminkan integritas data. Selanjutnya,
blok tersebut diacak dan dikonfirmasi melalui algoritma konsensus. Setelah konfirmasi, transaksi
dianggap sah dan tidak dapat diubah. Transaksi tercatat secara permanen dalam transaksi publik
dan dapat diverifikasi oleh semua peserta jaringan. Transaksi selesai saat dicatat dalam blockchain,
menjamin keamanan, transparansi, dan keaslian data (Nguyen et al., 2020).
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Gambar 2 Konsep transaksi dengan teknologi Blockchain
Sumber: Nguyen et al. (2020)
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Keamanan dalam blockchain didasarkan pada prinsip kriptografi dan desentralisasi (Zhai et al.,
2019). Setiap transaksi dalam blok enkripsi dan terhubung secara bersamaan dengan blok
sebelumnya, sehingga sulit untuk dimanipulasi. Selain itu, penggunaan mekanisme konsensus dan
distribusi data di seluruh jaringan membantu melindungi blockchain dari serangan jahat.
Keunggulan dan potensi blockchain dalam sistem perpajakan meliputi :

a. Transparansi: Blockchain menyediakan catatan transaksi yang dapat diverifikasi oleh semua
pihak terkait. Hal ini memperkuat transparansi dalam sistem perpajakan dan mengurangi
potensi penyimpangan (Kim, 2020).

b. Kecepatan dan Efisiensi: Penggunaan blockchain dapat mempercepat dan mengotomatisasi proses
yang terkait dengan sistem perpajakan, seperti verifikasi identitas dan pelacakan transaksi. Ini
dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengolahan data pajak (Juan Wang, 2020).

c. Keamanan: Dengan menggunakan prinsip kriptografi dan desentralisasi, blockchain dapat
meningkatkan keamanan data dan mengurangi risiko manipulasi transaksi serta penyimpangan
dalam sistem perpajakan (Cho et al., 2021).

d. Audit dan Pemeriksaan yang Menguat: Blockchain memungkinkan pembangunan audit trail
yang akurat dan diverifikasi, memudahkan proses audit serta pemeriksaan dalam sistem
perpajakan (Grundel et al., 2021).

Secara keseluruhan, penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan memberikan keunggulan
signifikan, termasuk transparansi, kecepatan, efisiensi, keamanan, serta proses audit yang lebih
kuat. Dengan potensi tersebut, blockchain memiliki peran penting dalam mencapai perpajakan
yang lebih efisien, adil, dan terpercaya di masa depan.

Penggunaan Blockchain dalam Sistem Perpajakan

Dalam sistem perpajakan, penggunaan teknologi blockchain meliputi penerapan blockchain
untuk verifikasi identitas wajib pajak serta membangun register transaksi pajak (Kim, 2020). Dalam
sistem perpajakan, verifikasi identitas wajib pajak adalah langkah penting untuk memastikan
keabsahan data dan menghindari penggelapan pajak (Nawawi & Salin, 2018). Penggunaan
blockchain dapat membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam verifikasi identitas wajib
pajak. Dengan menggunakan blockchain, identitas wajib pajak dapat disimpan secara terenkripsi
dalam blok yang terkait dengan transaksi mereka. Data identitas tersebut dapat diverifikasi oleh
pihak berwenang dengan menggunakan kunci kriptografi, memastikan integritas dan keaslian
identitas wajib pajak yang terdaftar. Blockchain memungkinkan pembangunan register transaksi
pajak yang terdesentralisasi dan dapat diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan (Phadke
et al., 2021). Register tersebut mencatat setiap transaksi pajak yang terjadi antara wajib pajak dan
perpajakan. Dalam blockchain, setiap blok dalam rantai akan berisi informasi rinci tentang transaksi
yang dilakukan, termasuk data transaksi, tanda waktu, dan tautan terhadap blok sebelumnya.
Register ini memastikan pencatatan transaksi yang akurat, tidak dapat diubah, dan dapat
diverifikasi secara terbuka oleh semua pihak yang terlibat.
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Manfaat Implementasi Teknologi Blockchain

Blockchain, teknologi yang merevolusi cara kita melihat keamanan data dan transparansi, telah
menarik perhatian banyak sektor, termasuk sistem perpajakan. Manfaat utama dari penerapan
blockchain dalam sistem perpajakan adalah peningkatan transparansi yang signifikan.
Transparansi ini bukan hanya kata-kata manis, tapi sebuah langkah nyata untuk menghindari
kecurangan dan korupsi, dua musuh besar dalam dunia perpajakan. Menurut Montes & Luna (2020),
kekuatan transparansi yang dibawa oleh blockchain ini tidak bisa diremehkan. Dengan teknologi
blockchain, setiap transaksi yang tercatat menjadi jelas dan terbuka untuk semua pihak yang
berkepentingan. Bayangkan, seorang wajib pajak, pejabat perpajakan, atau auditor dapat melihat
transaksi apa sajayangtelah terjadi, kapan saja mereka mau. Ini bukan hanya tentang transparansi,
tapijuga tentang kepercayaan. Saat semua transaksi dapat dilacak dan diverifikasi secara real-time,
kesalahan dan kecurangan menjadi lebih mudah untuk dihindari. Plus, ini juga membantu
membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, blockchain juga membawa revolusi dalam hal audit dan pemeriksaan. Dengan
adanya register transaksi pajak yang tercatat dalam blockchain, auditor kini bisa melakukan
pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan akurat. Handoko et al. (2022) menunjukkan bahwa
dengan blockchain, auditor bisa langsung mengakses data transaksi, tanpa harus bersusah payah
mengumpulkan dan memverifikasi data dari sumber yang berbeda-beda. Ini bukan hanya soal
efisiensi, tapi juga akurasi. Yang tidak kalah penting, blockchain memiliki sifat yang tidak dapat
diubah. Artinya, sekali sebuah transaksi tercatat, tidak ada yang bisa mengubahnya sembarangan.
Ini memberikan sebuah tingkat kepercayaan dan keabsahan data yang belum pernah ada
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sebelumnya dalam sistem perpajakan. Xu et al. (2021) menekankan bahwa karakteristik inilah yang
membuat blockchain menjadi alat yang sangat berharga dalam proses audit. Catatan transaksi yang
terpercaya dan tidak dapat diubah ini adalah kunci untuk memastikan bahwa semua transaksi
diproses dengan jujur dan adil. Singkatnya, blockchain bukan hanya sekadar teknologi baru yang
muncul di pasaran, tapi sebuah revolusi yang bisa mengubah cara kita memandang dan mengelola
sistem perpajakan. Transparansi, kepercayaan, efisiensi, dan keabsahan data - semua ini menjadi
bagian dari manfaat yang tidak terpisahkan dari blockchain dalam dunia perpajakan.

Tantangan dan Hambatan Penggunaan Blockchain

Aspek teknis dalam implementasi blockchain meliputi skalabilitas dan keamanan. Salah satu
tantangan utama dalam menggunakan blockchain dalam sistem perpajakan adalah skalabilitas
(Khan et al., 2021). Blockchain menghasilkan jumlah data yang besar karena setiap transaksi baru
ditambahkan ke rantai blok. Oleh karena itu, sistem harus mampu mengelola dan memproses
volume data yang signifikan secara efisien. Keamanan data merupakan aspek yang krusial dalam
implementasi blockchain dalam sistem perpajakan (Grundel et al., 2021). Meskipun blockchain
memiliki fitur keamanan yang kuat, teknologi ini tidak kebal terhadap serangan. Diperlukan
langkah-langkah tambahan untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah
atau manipulasi data.

Tantangan dan hambatan terkait regulasi dan kebijakan dalam mengadopsi blockchain antara
lain ketidaksesuaian regulasi dan koordinasi antara lembaga terkait (Choi et al., 2020). Dalam
mengadopsi teknologi blockchain, regulasi dan kebijakan yang mendukung harus ada. Namun, saat
ini, belum ada kerangka hukum yang jelas untuk penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan.
Diperlukan upaya dari pemerintah dan regulator untuk membangun kerangka regulasi yang sesuai,
mencakup masalah seperti privasi data, perlindungan konsumen, dan pemulihan data dalam
konteks blockchain. Penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan melibatkan berbagai
lembaga, seperti otoritas perpajakan, institusi keuangan, dan regulator. Koordinasi yang efektif
antara lembaga-lembaga ini adalah tantangan yang perlu diatasi agar implementasi blockchain
dapat berjalan lancar (Marian, 2019).

Implementasi teknologi blockchain melibatkan biaya yang signifikan, termasuk investasi dalam
infrastruktur, pengembangan perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Sulit bagi beberapa
negara dan lembaga perpajakan yang mungkin memiliki keterbatasan keuangan untuk
mengadopsi teknologi blockchain secara luas. Penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan
memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti konektivitas internet yang stabil dan kecepatan
akses yang tinggi (Grundel et al., 2021). Di beberapa daerah, ketersediaan infrastruktur yang
memadai mungkin masih terbatas, sehingga menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi
blockchain secara efektif.

Keberhasilan Implementasi Blockchain dalam Sistem Perpajakan

Dalam dekade terakhir, teknologi blockchain telah muncul sebagai alat revolusioner yang
berpotensi mengubah berbagai sektor industri, termasuk sistem perpajakan. Teknologi ini
menjanjikan peningkatan transparansi yang signifikan dan pengurangan penyimpangan, sesuai
dengan fokus utama dari artikel ini. Implementasi blockchain dalam sistem perpajakan membuka
jalan bagi proses yang lebih efisien, aman, dan tidak terpusat. Estonia, sebuah negara yang telah
lama dikenal karena inovasinya dalam teknologi digital, menjadi fokus studi kasus ini. Negara ini
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telah mengadopsi teknologi blockchain dalam berbagai sektor, termasuk perpajakan, menandai
langkah penting dalam transformasi digital mereka. Pilihan Estonia sebagai studi kasus ini relevan
karena negara ini merupakan salah satu pelopor dalam penerapan teknologi blockchain pada skala
nasional (Thomason et al., 2021). Pemerintah Estonia telah meluncurkan proyek e-Residency yang
menggunakan teknologi blockchain untuk mengelola data identitas dan transaksi perpajakan.
Melalui program e-Residency, pemerintah Estonia memberikan identitas digital kepada warga
negara asing, memungkinkan mereka untuk membayar pajak, membuka rekening bank, dan
melakukan transaksi perpajakan lainnya secara online (PricewaterhouseCoopers, 2019). Identitas
digital tersebut terhubung dengan blockchain, yang memastikan keaslian dan keabsahan data
wajib pajak. Implementasi blockchain di Estonia telah menunjukkan beberapa hasil yang positif.
Peningkatan efisiensi dalam proses perpajakan menjadi salah satu dampak utama. Proses yang
sebelumnya memerlukan waktu dan sumber daya yang besar kini menjadi lebih cepat dan efisien.
Transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain juga memainkan peran penting dalam
mengurangi penyimpangan dan penipuan pajak. Dengan sistem yang transparan, sulit bagi wajib
pajak untuk menghindari kewajiban mereka, dan lebih mudah bagi otoritas pajak untuk melakukan
audit.
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Analisis keberhasilan dan tantangan implementasi blockchain pada sistem perpajakan dapat
memberikan wawasan yang berharga untuk memahami potensi dan kendala dalam menggunakan
teknologi ini. Keberhasilan dalam implementasi blockchain antara lain meningkatnya efisiensi,
transparansi yang meningkat serta keamanan yang ditingkatkan. Penggunaan blockchain dalam
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sistem perpajakan dapat mengurangi birokrasi, mempercepat proses, dan menghilangkan
perantara (Grundel et al., 2021). Data transaksi yang tercatat dalam blockchain dapat diakses
dengan cepat dan diverifikasi secara real-time. Hal ini dapat menghasilkan penghematan waktu
dan biaya operasional bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan. Blockchain dapat meningkatkan
transparansi dalam sistem perpajakan dengan memungkinkan akses terbuka dan verifikasi
transaksi oleh semua pihak yang berkepentingan (Myeong & Jung, 2019). Hal ini dapat menjaga
integritas data, mencegah kecurangan, dan membangun kepercayaan antara wajib pajak,
perpajakan, dan auditor. Blockchain menawarkan sistem keamanan yang kuat dengan
menggunakan kriptografi dan desentralisasi (Davidson et al.,, 2018). Ketika data perpajakan
disimpan dalam blockchain, informasi tersebut sulit untuk dimanipulasi atau dicuri. Selain itu,
karena setiap transaksi dicatat secara permanen dalam rantai blok, blockchain memberikan
jaminan keabsahan data dan mempermudah proses audit dan pemeriksaan.

Tantangan dalam implementasi blockchain antara lain regulasi yang belum matang, koordinasi
antara lembaga terkait serta kesiapan infrastruktur dan biaya implementasi (Choi et al., 2020).
Tantangan utama dalam mengimplementasikan blockchain dalam sistem perpajakan adalah
kurangnya kerangka regulasi yang jelas (Marian, 2019). Regulasi yang sesuai dan fleksibel
diperlukan untuk mendorong adopsi blockchain yang lebih luas. Hal ini melibatkan perlindungan
data, privasi, kebijakan perpajakan, dan kerangka hukum yang mendukung. Implementasi
blockchain dalam sistem perpajakan memerlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif antara
otoritas perpajakan, lembaga keuangan, dan regulator. Keberhasilan penggunaan blockchain
dalam perpajakan bergantung pada kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat
(Grundel et al., 2021). Kesiapan infrastruktur teknologi, seperti konektivitas internet yang handal
dan kecepatan akses yang tinggi, merupakan faktor penting dalam implementasi blockchain. Selain
itu, biaya implementasi yang tinggi juga dapat menjadi tantangan, terutama bagi negara atau
lembaga perpajakan dengan sumber daya keuangan yang terbatas (Biswas & Gupta, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas penggunaan teknologi blockchain dalam sistem perpajakan.
Berdasarkan kajian sebelumnya ditemukan beberapa temuan utama antara lain, teknologi
blockchain meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam sistem perpajakan. Contoh
implementasi di negara Estonia menunjukkan perbaikan administrasi, menyederhanakan proses
perpajakan, dan memperkuat integritas data. Selanjutnya, blockchain menawarkan potensi
signifikan dalam mengurangi penyimpangan perpajakan melalui transparansi dan rekaman yang
tidak dapat diubah. Berikutnya, Implementasi blockchain berkontribusi pada peningkatan
integritas data dan proses perpajakan yang lebih efisien. Terakhir, keberhasilan implementasi
blockchain dalam sistem perpajakan sangat tergantung pada regulasi yang matang, koordinasi
antara lembaga terkait, dan kesiapan infrastruktur teknologi. Tantangan seperti kebutuhan akan
kerangka regulasi yang jelas, koordinasi antara lembaga terkait, serta biaya dan kesiapan
infrastruktur, perlu diatasi untuk memfasilitasi penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan
secara lebih luas dan efektif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan antara lain,
mendorong penelitian lebih lanjut mengenai adaptasi teknologi blockchain dalam berbagai
konteks perpajakan, khususnya di negara berkembang. Selanjutnya, penerapan blockchain harus
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didukung dengan edukasi masyarakat dan pelatihan bagi para profesional pajak untuk memahami
dan memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Berikutnya, pemerintah perlu menyiapkan
infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi
blockchain. Hal ini melibatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan karyawan, dan
penyesuaian peraturan. Pemerintah dan regulator harus memprioritaskan pengembangan
kerangka regulasi yang mendukung penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan. Regulasi
yang jelas mengenai privasi data, perlindungan konsumen, dan kebijakan perpajakan akan
memberikan kepastian hukum dan mendorong adopsi blockchain secara lebih luas. Terakhir,
dalam rangka mengatasi tantangan teknis dan keuangan yang terkait dengan implementasi
blockchain dalam sistem perpajakan, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dalam
mengembangkan regulasi yang mendukung, serta mungkin mempertimbangkan kemitraan
dengan sektor swasta untuk pembiayaan dan pengembangan teknologi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan
memiliki potensi yang signifikan untuk mengubah cara proses perpajakan. Implementasi
blockchain dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam mengelola data
perpajakan. Namun, tantangan teknis, regulasi, koordinasi, dan biaya harus diatasi untuk mencapai
hasil yang optimal. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan dan dasar bagi penelitian
lanjutan tentang penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan. Penelitian mendatang dapat
lebih mendalam menginvestigasi aspek-aspek tertentu seperti privasi data, perlindungan
konsumen, analisis biaya dan manfaat, serta dampak jangka panjang penggunaan blockchain
dalam sistem perpajakan.
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